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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyaluran dan pembayaran 
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2011, perlu dilakukan 
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 dengan 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan 
Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 
Tahun Anggaran 2011. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Permenkeu RI 126/PMK.07/2010, Permenkeu RI 71/PMK.07/2011. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Dalam hal dana Tunjangan Profesi Guru PNSD yang telah disalurkan oleh Pemerintah 
Pusat tidak mencukupi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), 
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan optimalisasi penyerapan dana yang tersalur 
dengan cara melakukan pembayaran kepada Guru PNSD berdasarkan jumlah bulan. 
Pemerintah Daerah wajib membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran 
Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara Semesteran. 
Laporan Realisasi Semester Pertama menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan dalam 
rekonsiliasi data jumlah pendanaan dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan 
Tunjangan Profesi Guru PNSD yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus 
2011. Pemerintah Daerah penerima dana yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi 
Semester Pertama dan Semester Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD 
Triwulan Pertama tahun anggaran berikutnya. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2011. 

 

 

 

 

  


